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Menimbang

Mengingat

BUPATI SINJAI
PROVINS] SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 5@ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN EENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M -

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019
BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019;

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawes; (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penye!engga:a Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004

tentang
Perbendaharaan Negara Lembaran gara 1
Indonesia Tahun 2004 N[ s i

omor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 b

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

tentang
epublik
mbaran

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

351{1 ;I";Lmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Smtem_Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Ne
Republik Indonesia T

ahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 68);

20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 45);
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Tah 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

22 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 116);

23.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Pererncanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

24.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

25.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Funsi serta Tata
Kerja Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55);

26.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana
Ker_ia_a Pemerintah Daerah 'Ks_xbupaten Sinjai Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:
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Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JI. Tanassang Kel Alehanuae No.Telp 0482-2429008 Fax G432—2425E'08 Kode Pos 92616

NOMOR #%.a TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

SEKRETARIS DPRD

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai tentang
Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Dipindai dengan CamScanner
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234);

Dipindai dengan CamScanner
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11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Dipindai dengan CamScanner
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19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

21

22

23.

24,

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
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25.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 116};

26.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Pererncanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

27 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

28.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Funsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55);

29 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENJA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019.
Kedua : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Dipindai dengan CamScanner
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Ditetapkan di ~ : Sinjai
Padatanggal S22 Jumi 2018

SEKRETARIS UPATEN SINJAI

PARAF HIERARKHIS *
PEJABAY PARAFITGL
SEXWAN
KABAG /
| KASUBAG i Pangkat : PembinaTK. |
. Nip : 197209181993021002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Sinjai

2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SERRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAIRAL

M TR

Kel Alehannae No Tl

OO0 Py QA B 0000 Kace Poaa 04616

NOMOR Gda TAHUN 2018

TIENTANC)
PIENCHESAAN RENCANA KIGRJA

SERRIETARIAT DIEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAILRAH

Menimbang

Mengingat

"

KRABUPATICN SINJATLTAHUN 2019

SEKRETARIS DPRD

bahwa untule melaksanakan ketentunn Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatn Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan  Daerah, Tata Caran  Evaluasi Rancangan
Peranturan Duerah tentong Rencann Pembangunan Jungka
Panjang  Daerah  dan Rencanan Pembangunan Jangka
Menengnh Daerah, serta Tatn Cara Perubahan  Rencana
Pembangunam Jangln Panjong Daerah, Kencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah  dan Rencana
Kerjn Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja
Peranglkat Doerah Selaetarint Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2019:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
pada hurut a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Dewan Perwaldlon Rakyat Daerah Kabupaten Sinjad tentang
Pengennhan Rencana Kerja Satuan Kerjn Perangkat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakdlan Rakyat Daerah Kabupaten
Sinjad Tahun 2019;

Undang Undang  Nomor 20 Tahun 1959 tentang
Pembentulan  Daerahi Tingkat 11 df Sulawesi (Lembaran
Neginra  Republile  Indonesin Tahun 1959 Nemor 74,

Tambahan  Lembaran Negarn Republik Indonesin  Nomor
1822;

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggnra Negara yang Bersih dan Bebas dard Korupsi,
Kolusl, dan  Nepotisme  (Lembaran Negara  Republik
Indonesin Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Dipindai dengan CamScanner



o K8

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [1 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 MNomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

18,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Negara Republik Indeonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

22 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 68);

23 Peraturan Daerah Noemor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 45);

24 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
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25.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 58], sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 116);

26.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Pererncanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 635);

27 Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

28.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Funsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55);

29 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20

MEMUTUSKAN

: Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA-SKPD)] Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

: Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Eia_n merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena atas
berkah, rahmat, dan hidayah-Nya jualah sehingga Rencana Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun merupakan langkah awal untuk
melaksanakan mandat dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dan merupakan rencana
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan
Sekretariat DPRD yang berkualitas terhadap kegitan-kegiatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Juga berisi tentang visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Sinjai Tahun 2018, maka perubahan rencana kerja ini diharapkan dapat
lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan
pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.

Sinjai, #27 Juny 2018
A Sekretaris DPRD en Sinjai/)_

Pafigkat - Pembina Tk_|
Nip - 197209181993021002
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LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap
Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengatur dan menyusun
Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dalam lima tahun kedepan dan
setiap tahunnya disusunlah Rencana Kerja (RENJA).

Penyusunan RENSTRA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Sinjai. Rencana Strategis SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten
Sinjai merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Sinjai yang memuat :

1. Visi dan misi SKPD terhadap penjabaran visi dan misi Kabupaten Sinjai.

2. Program Kerja SKPD, sebagai penjabaran kebijakan kedalam kelompok
tyuan dalam membentuk program-program sesuai kewenangan
lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai
pelaksanaan tugas dan fungsinya

3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program
SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi
pendanaan.

Rencana Strategis (RENTRA) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten
Sinjai memuat Misi, Visi, Tujuan, Sasaran serta program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap selama 5 tahun melalui
pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas
kebutuhan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang memuat tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang
tersusun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang
diperlukan dalam bentuk kebijakan, kerangka regulasi dan kerangka
anggaran dalam rangka pencapaian sasaran, visi dan misi SKPD yang
akhirnya akan bermuara kepada pencapaian visi dan misi pembangunan
jJangka menengah daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat

I
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DPRD Kabupaten Sinjai disusun dengan mengacu pada (RENSTRA)
Sekretaniat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Renja SKPD
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan rencana tahun
ke 1 dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun
2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 55 tahun
2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, maka tugas pokok Sekretariat DPRD
adalah Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
penyediaan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas
pokok tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
Penyelenggaraan admnistrasi keuangan DPRD.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
Pelaksaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Pimpinan DPRD sesuai

® 0w N

dengan tugas dan fungsi.

Untuk menyelenggarakan tupoksi tersebut disusunlah tujuan,
sasaran, program dan kegiatan yang diperlukan dalam bentuk kebijakan,
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang direncanakan setiap tahun
yaitu rencana kerja dan diaplikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang dimaksud untuk merealisasikan pencapaian visi
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yakni Peningkatan kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Sinjai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD Kabupaten Sinjai yang efektif efisien, transparan, akuntabel
dan profesional.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diarahkan dan apa
yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju
kondisi yang diinginkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap

z
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eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah

perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang

terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Visi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai telah

ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Melayani Anggota DPRD dengan norma, kesabaran, supel dan luwes
serta percaya diri.

2) Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.

3) Menjunjung tinggi etika dan kejujuran

4) Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai

5) Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan

6) Komitmen atas objektivitas dan integritas

7) Memandang realita sebagai evaluasi kerja

8) Keselarasan, Keserasian dan Keseimbangan.

Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan
organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal
yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai untuk lebih eksis dan dapat
mengikuti efek global otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut
maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai
dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan
visi Sekretariat DPRD, menerapkan misi-misi sebagai berikut -

1. Menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan
DPRD guna mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana
dan prasarana yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan
profesional.

3. Menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja yang baik antar
kegiatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
kabupaten/kota dan komponen lainnya.

Dengan pencapaian visi Sekretariat DPRD diharapkan sebagai salah
satu pendukung/pendorong tercapainya visi RPJMD Kabupaten Sinjai yaitu

Terwujudnya “Sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup,
terdepan dalam pelayanan publik”.
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1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822,

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia
Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890),

|
l
|

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Neaara ReEublik Indonesia Nomor SEBTz;

5
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20386):

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2014 Nomeor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabueaten Sinjai Nomor 45::;
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Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
115):

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pererncanaan
Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
65);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
83),

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Funsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2016 Nomor 55);

=

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



